


 

(Jangan dibiarkan KORUPSI menjadi bagian BUDAYA INDONESIA) “  

(Mohammad Hatta, 1961)  

Ending the Vicious Cycle of Corruption and 
Inequality  



Bahwa 17 tujuan sebagaimana tersebut di atas juga menjadi 
tujuan negara Indonesia sejak Indonesia merdeka. 
Pemerintahan saat ini merangkumnya dalam Program 
NAWACITA 



DAMPAK KORUPSI 



GAP between 
Rich & Poor: 

 

1% control  
50,3 %  of 

the 
Economy  

 
-World Bank, 

Indonesia’s Rising 
Divide, Des 2015- 
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• Berdiri pada Bulan Desember 
2003, berdasarkan UU 
nomor 30 tahun 2002 

• Independen dari Eksekutif, 
Legislatif, Yudikatif. 

• Bertanggung jawab kepada 
Publik 

• Keuangan di audit oleh BPK 

• Dipimpim oleh 5 Komisioner 

• 1518 pegawai 

 



               
DUTIES 
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PRE-
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PREVENTION 







NO JABATAN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 JUMLAH 

1 
Anggota DPR dan 

DPRD 
-  -   - 2 7 8 27 5 16 8 9 19 23 5 129 

2 

Kepala 

Lembaga/Kement

erian 

 - 1 1  - 1 1 2 -  1 4 9 3 2 0 25 

3 Duta Besar  - -   - 2 1  - 1 -   - -  -  0  0 0 4 

4 Komisioner   3 2 1 1 -   -  -  - -  -   0 0 0 7 

5 Gubernur 1   2 1 1 2 1 -   - 2 3 3 1 0 17 

6 
Walikota/Bupati 

dan Wakil 
 - -  3 6 6 5 4 3 3 3 12 4 9 2 60 

7 Eselon I, II dan III 2 9 15 10 22 14 12 15 8 7 2 7 10 15 148 

8 Hakim             1 2 2 3 2 3 1 1 15 

9 Swasta 1 4 5 3 12 11 8 10 16 24 16 18 28 8 164 

10 Lain-lain  - 6 1 2 4 4 9 3 3 8 8 5 25 3 81 

  

JUMLAH 
4 23 29 27 55 45 65 38 49 59 61 62 99 34 650 

Data s.d. 31 Mei 2017 (acch.kpk.go.id) 

JABATAN PELAKU 
KORUPSI 

PENANGANAN KASUS KORUPSI 

BERDASARKAN:  

JABATAN PELAKU KORUPSI 



Apa yang perlu dilakukan: 
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• Pengawasan Internal harus di efektifkan 

• Kelembagaan (tumpeng tindih, terlalu gemuk) 

• Penerapan system yang transparan 

• Checks and balances di setiap jenjang 

• Merit System 

• Reward and punishment 

• Single Salary System; 

• National System 
 

Over Haul Birokrasi 

• Standarisasi Data 

• Integrasi Data secara Nasional 

• Koordinasi antara K/L/D 

• Record penduduk Indonesia sejak lahir 

Single Identity 
Number 

• Selain mencakup korupsi terhadap keuangan negara juga 
mencakup: - korupsi di private sector (bribery di sector swasta), 
illicit enrichment, assets recovery dan trading in influence; 

Penyempurnaan 
UU Anti Korupsi 
(No. 20/2001) 



Introducing a new mobile-base Application  
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